80

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku

Criminal acts of domestic violence; Witness A De Charge; Rights and
Obligations.Chazawi, Adami.2006. Hukum Pembuktian Tindak
Pidana Korupsi. Bandung: Alumni.

Chazawi, Adami. 2008. Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana,
Malang: Bayu Media Publishing.

Raharjo, Satjipto. 2006. llmu Hukum. PT Citra Aditya Bhakti.

Amirudin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers,.

Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Anshoruddin. 2004. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan
Hukum Positif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Waluyo, Bambang. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar
Grafika.

Chambliss & Seidman (1971),2006. Dalam Satjipto Raharjo, llmu Hukum. PT
Citra Aditya Bhakti.

Frederick Julius Stahl, Constitutional Government and Democracy:Theory and
Practice in Europe and America, Dalam Miriam Budihardjo,
hlm.57-58.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,

Bandung: Mandar Maju, 2003.



81

Hartanto & Murofiqudin. 2001. Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan
Undang-Undang Pelengkapnya. Surakarta: Muhammadiyah
University Press.

Justin  M.Sihombing , Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal,
Yogyakara:Narasi, 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat,
2005.

Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang. 2010. Pembahasan KUHAP (Menurut
lImu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi). Jakarta:
Sinar Grafika.

M. Marwan, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

M. Yahya Harahap, Pembahasan-Pembahasan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan Penuntutan Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan
Kembali), Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Satjipto Raharjo. 2009. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.
Genta Publishing.

Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana Jilid Il, Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 2004.

Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan

Pembaharuan di Indonesia) (Malang: Setara Press, 2014).



82

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
B. Undang-Undang

Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang — Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban;

Undang — Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3339/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VI111/2010.

C. Jurnal

Bawono, Bambang Tri. “Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan
Pendahuluan”. Jurnal Hukum. Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011.

Chaimansyah, Eky. “Hak Tersangka/Terdakwa Untuk Mengajukan Saksi A De
Charge (Saksi Meringankan) Dalam Proses Perkara Pidana”. Lex Crimen
Vol. V/No. 2/Feb/2016.

Prasetia, M. Edo Rezawan, Sandhi Permana, dan Yunita Kurnia Dewi. “Sistem
Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi”. Jurnal
Verstek Vol. 2 No. 2, 2014.

Samosir, Agustinus. “Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis Terhadap Tindak

Pidana Korupsi”. Jurnal Hukum Progresif: Volume XI/No.1/Juni 2017.



83

D. Lain-Lain
Wikipedia, Kekerasan, 20 Februari 2022 pukul 12.47,

hitps://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan., diakses pada hari senin, 20

Februari 2022, pukul 12.19 WIB.



